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e Penyelundupan klausula eksonerasi oleh pelaku usaha yang mengalihkan tanggung jawab
kepada konsumen merupakan salah satu penyebab meningkatnya pengaduan konsumen.

e Banyak ditemukan klausula eksonerasi pada formulir kontrak dan kuitansi.

e Rendahnya tingkat pengetahuan, sikap, dan perilaku konsumen terkait klausula eksonerasi.

e Peran lembaga pengawasan pencantuman klasula eksonerasi masih lemah dan pasif.

/ Ringkasan

Penyelundupan klausula eksonerasi menjadi salah satu penyebab meningkatnya
pengaduan konsumen. Klausula eksonerasi merupakan syarat dan ketentuan yang membatasi,
atau meniadakan tanggung jawab yang seharusnya dibebankan kepada pelaku usaha. Sebagian
besar syarat dan ketentuan yang berasal dari 56 dokumen formulir kontrak dan kuitansi pada
sektor jasa keuangan dan retail melanggar Pasal 18 UUPK No.8 Tahun 1999 atau mengandung
klausula eksonerasi. Di sisi lain, banyak konsumen yang memiliki pengetahuan yang masih sangat
kurang terkait klausula eksonerasi, konsumen menerima tanpa mempertanyakan klausula
tersebut. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai lembaga yang melakukan
pengawasan pencantuman klausula eksonerasi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan
Kosnumen No. 8 tahun 1999 masih lemah dan pasif karena tidak ada petunjuk teknis dan petunjuk
pelaksanaan. Perlu ada lembaga khusus di tingkat pusat dengan kewenangan untuk melaksanakan
pengkajian dan validasi perjanjian baku yang akan diberlakukan oleh pelaku usaha agar comply
dengan peraturan perundang-undangan dan standar yang ada sebelum digunakan oleh pelaku
usaha.
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Pendahuluan

Seiring berkembangnya perekonomian
dan aktivitas perdagangan menuntut pelaku
usaha menerapkan perjanjian sepihak dengan
konsumen  untuk

mempermudah  proses

transaksi. Berdasarkan Undang-undang
Perlindungan Konsumen (UUPK) pada Pasal 1

angka 10 menyatakan klausula baku adalah

setiap syarat dan ketentuan vyang telah
dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu
secara sepihak oleh pelaku usaha vyang

dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau
perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi
oleh konsumen.

baku
yang dapat

Pencantuman klasula sering

disalahgunakan pelaku usaha
merugikan konsumen. Pencantuman klausula
tersebut dikenal sebagai klausula eksonerasi.
Syarat dan ketentuan yang ditujukan untuk
mengurangi atau menghapuskan sebagian atau
seluruh tanggung jawab dari pelaku usaha
disebut klausula eksonerasi (Putra et al. 2021).
Pencantuman klausula eksonerasi menjadi salah
satu penyebab meningkatnya pengaduan
konsumen.

Sepanjang 2021,
Perlindungan Konsumen Nasional
3005 (BPKN  2021)

pengaduan terbanyak di sektor jasa keuangan

tahun Badan
menerima
pengaduan dengan
dan e-commerce berturut-turut 2113 dan 427
pengaduan. Permasalahan klausula eksonerasi
sering ditemukan pada sektor jasa keuangan,
berhak

penambahan

yakni pelaku usaha menyatakan

menetapkan perubahan atau
baru di

berkewajiban memberitahukan atau meminta

ketentuan kemudian hari tanpa
persetujuan nasabah (Rizky dan Rismawati 2017;
Rahmawati et al. 2020). Permasalahan klausula
eksonerasi pada retail online maupun offline
terkait penolakan pengembalian barang dan
komplain, pengembalian uang dan pemberian
ganti rugi, kebebasan konsumen memilih varian
produk hingga pelimpahan tanggung jawab
pelaku usaha atas risiko saat pembelian barang,
kesalahan serta

pembayaran, pengiriman

(Ardhya 2019; Pratiwi 2020; Hayati et al. 2020).
terkait
permasalahan klausula eksonerasi yang dialami
konsumen telah diatur dalam Pasal 18 UUPK
No.8 Tahun 1999.

Upaya perlindungan konsumen terkait

Upaya  perlindungan  konsumen

permasalahan klausula eksonerasi telah diatur
dalam Pasal 18 UUPK No.8 Tahun 1999 yang
melarang pelaku usaha mencantumkan klausula
baku pada setiap dokumen atau perjanjian
berisi: 1) pengalihan tanggung jawab dari pelaku
usaha; 2) menolak pengembalian barang/uang

terhadap barang/jasa yang dibeli oleh
konsumen; 3) pemberian kuasa dalam
melakukan tindakan sepihak; 4) mengatur

pembuktian terhadap hilangnya kegunaan dari

barang/jasa; 5) mengurangi manfaat dari
jasa/harta kekayaan konsumen; 6) menyatakan
tunduk

atau

konsumen terhadap aturan baru,

tambahan, lanjutan; 7) menyatakan
konsumen memberikan kuasa kepada pelaku
usaha terkait pembebanan hak tanggungan, hak
jaminan atau hak gadai; dan 8) pencantuman
klausula baku dengan letak atau bentuk yang
sulit terlihat atau tidak terbaca dengan jelas,
atau sulit dipahami. Setiap klausula eksonerasi
sebagaimana ketentuan di atas dinyatakan batal
karena hukum.

dilakukan

menganalisis isi klausula eksonerasi dari sektor

Penelitian ini untuk
keuangan dan retail di Indonesia
UUPK No.8 Tahun 1999,
menganalisis pengetahuan, sikap dan perilaku

jasa
berdasarkan
konsumen terkait klausula eksonerasi, dan
Badan
Sengketa Konsumen (BPSK) terkait pengawasan

mengeksplorasi  peran Penyelesaian

pencantuman dari klausula eksonerasi.
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Hasil dan Pembahasan

Klausula Eksonerasi Sektor
Keuangan dan Retail di Indonesia
Berdasarkan Pasal 18 UUPK No.8 Tahun
1999

Telaah Isi

Klausula  sering ditemukan oleh
konsumen saat melakukan transaksi. Hampir
seluruh sektor keuangan dan retail memiliki
syarat dan ketentuan baku yang diberlakukan
pada konsumen oleh pelaku usaha. Perusahaan
merumuskan dan menetapkan syarat dan
ketentuan sebagai bentuk itikad baik dalam
bertransaksi dengan konsumen (Barkatullah dan
Djumadi 2018), namun seringkali syarat dan
ketentuan tersebut bersifat “pengecualian” yang
disebut klausula eksonerasi, bertujuan untuk
melepaskan pelaku usaha dari tanggung jawab
(Syamsudin 2018).
terhadap 56

formulir kontrak dan kuitansi yang dikumpulkan

terhadap kerugian

Berdasarkan hasil analisis isi
dari sektor jasa keuangan mencakup 12 financial
technology (fintech) lending, 10 perbankan, dan
lima jasa investasi serta sektor retail mencakup
lima e-commerce dan tiga retail offline terdapat
pelanggaran Pasal 18 UUPK No. 8 Tahun 1999.
Sebanyak 82.1 persen formulir kontrak dan
kuitansi mengandung satu atau lebih klausula
eksonerasi. Contoh bentuk pelanggaran klausula
eksonerasi disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Contoh bentuk pelanggaran klausula
eksonerasi
Sektor Klausula Eksonerasi Pa.sal yang
dilanggar
Perbankan Bank dibebaskan* Ayat 1(a)
atas segala bentuk
tanggung jawab
atau tuntutan yang
disebabkan oleh
kesalahan Nasabah
Retail Barang yang dibeli Ayat 1(b)
tidak dapat ditukar
atau
dikembalikan*
E-commerce  Kebijakan Privasi Ayat 1(g)

dapat diubah* dari
waktu ke waktu

tanpa
pemberitahuan
Kegagalan dalam
menjalankan
ataupun
melaksanakan
setiap hak maupun
ketentuan dalam
Syarat dan
Ketentuan Umum
ini tidak
merupakan
pengesampingan
hak*

Segala informasi
penawaran dan
aplikasi produk
pada aplikasi tanam
duit selalu
diperbaharui dan
dapat berubah dari
waktu ke waktu
tanpa
pemberitahuan
terlebih dahulu*

Fintech
Lending

Ayat 1(f)

Jasa Investasi Ayat 1(g)

*Ket: satu dokumen syarat & ketentuan dapat
lebih dari satu klausula eksonerasi

Tabel 2. Pelanggaran klausula eksonerasi
berdasarkan Pasal 18 UUPK

Jumlah

Avat Pelanggaran*

Pelanggaran

Pengalihan tanggung
jawab dari pelaku
usaha

Pengurangan
manfaat jasa
Konsumen tunduk
kepada peraturan
baru atau tambahan
Penolakan
penyerahan kembali
barang yang sudah
dibeli oleh
konsumen
Mencantumkan
klausula baku
dengan posisi yang
sulit terlihat, tidak
terbaca, dan sulit
untuk dimengerti

Ayat 1(a) 22 klausula

Ayat 1(f) 20 klausula

Ayat 1(g) 16 klausula

Ayat 1(b) 2 klausula

Ayat 2 2 klausula

* Ket: satu dokumen syarat & ketentuan dapat
lebih dari satu klausula eksonerasi
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baku
menyatakan pelaku usaha dibolehkan menolak
sudah dibeli
atau

Klausula yang dalam isinya

pengembalian barang yang

konsumen, pengurangan pengalihan
tanggungg jawab pelaku usaha, dan penolakan
pengembalian uang yang telah dibayarkan oleh
konsumen dilarang dimuat pada perjanjian baku
yang ditetapkan oleh pelaku usaha (Suryaningsih

dan Gorda 2021).

Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku
Konsumen terkait Klausula Eksonerasi
Tingkat pengetahuan, sikap, dan

perilaku konsumen terkait klausula eksonerasi
masih terkategori rendah. Hasil riset sebelumnya
juga mengindikasikan hal yang sama (Chrisdanty
2020; Bakar dan Amin 2016) bahwa hanya sedikit
konsumen yang mengetahui tentang aturan
definisi dari klausula

pencantuman dan

eksonerasi. Kemudian konsumen cenderung
akan menandatangani (menerima) syarat dan
ketentuan, meskipun menyadari ada ketentuan

yang dapat merugikan konsumen.

BPSK

Pencantuman Klausula Eksonerasi
Berdasarkan UUPK No. 8 Tahun 1999

Pasal 52, BPSK melakukan tugas dan wewenang

Peran dalam Mengawasi

pengawasan pencantuman klausula baku. Peran
BPSK dalam mengawasi klausula baku masih
belum efektif. BPSK masih belum memiliki acuan
yang jelas untuk menentukan suatu klausula
baku tidak.
pengaturan larangan klausula baku dalam UUPK

melanggar atau Substansi
No.8 Tahun 1999 masih sangat kurang dan multi
tafsir. BPSK kurang aktif dan hanya mengambil
tindakan jika ada pengaduan atau komplain dari
konsumen. BPSK cenderung ragu dan tidak
menganggap memiliki wewenang dalam
menindak pencantuman klausula baku yang
tidak diperbolehkan. Apa yang dilakukan oleh
BPSK hanya sebatas pada meminta pelaku usaha
yang tidak

diperbolehkan saat sudah terjadi sengketa

agar menghapus  klausula

(Amalia 2020). Selanjutnya, terkait batasan dan

ruang lingkup BPSK dan Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) melakukan pengawasan klausula baku di
sektor jasa keuangan, namun pada praktiknya
saat ini masih belum ada batasan yang jelas
sehingga menimbulkan kerancuan dan tumpang
tindih
penegakan hukum, dan kewenangan mengadili.

dalam  hal penyelesaian  sengketa,

Kesimpulan dan Rekomendasi

Hasil penelitian menunjukkan sebanyak
62 dari 4085 syarat dan ketentuan yang berasal
dari 56 dokumen formulir kontrak dan kuitansi
pada sektor jasa keuangan dan retail melanggar
Pasal 18 UUPK No.8 Tahun 1999 Ayat 1(b) (2
klausula), Ayat 1(a) (22 klausula), Ayat 1(f) (20
klausula), Ayat 1(g) (16 klausula), dan Ayat 2 (2
klausula) atau mengandung klausula eksonerasi.
Peran BPSK dalam mengawasi pencantuman
klausula eksonerasi masih lemah dan pasif
karena tidak tersedia petunjuk pelaksanaan dan
petunjuk teknis sebagai acuan dalam mengenali
klausula eksonerasi.
temuan
lebih dari
khususnya Kementerian Perdagangan Rl untuk

Berdasarkan penelitian,

diperlukan perhatian pemerintah
melakukan pembinaan terhadap BPSK terutama

dalam menjalankan fungsinya melakukan
baku.

pelaksanaan dan petunjuk teknis sebagai acuan

pengawasan klausula Petunjuk
dalam melakukan pengawasan juga diperlukan
sehingga BPSK tidak

pengaduan, namun juga dapat melakukan

hanya menunggu
jemput bola kepada para pelaku usaha.

Perlu ada khusus
diberikan

pengkajian dan validasi perjanjian baku yang

lembaga yang

kewenangan untuk melakukan
akan diberlakukan oleh pelaku usaha agar
sejalan dengan undang-undang dan standar
yang saat ini berlaku. Peran ini dapat diberikan
kepada Badan Perlindungan Konsumen Nasional
(BPKN) sebagai lembaga non struktural yang
berkedudukan di pusat. BPKN dianggap tepat
karena umumnya formulir kontrak ditetapkan

oleh pelaku usaha di tingkat pusat bukan di level
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yang berada di
kabupaten/kota. Selama ini, seringkali BPSK sulit

cabang umumnya
menindaklanjuti temuan klausula eksonerasi
karena pelaku usaha di tingkat kabupaten/kota
hanya mengikuti ketentuan dari pusat. Hal lain
yang disarankan adalah pemerintah perlu
membuat regulasi turunan seperti Peraturan
Pemerintah dari Pasal 18 UUPK No.8 tahun 1999
agar lebih implementatif.

Perlu pencerdasan konsumen melalui
edukasi dan sosialisasi terkait klausula baku serta
cara saluran pengaduannya bagi konsumen yang
menemukan klausula ekosonerasi oleh lembaga-
lembaga perlindungan konsumen menjadi salah
penting
keberdayaan konsumen ketika

satu kunci untuk  meningkatkan
berhadapan
dengan klausula eksonerasi. Kegiatan edukasi
dapat dilakukan BPSK di

kabupaten/kota, Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

oleh tingkat
tingkat pusat maupun kabupaten/kota, Badan
Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), dan
Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya
(LPKSM)
contohnya adalah Yayasan Lembaga Konsumen

Indonesia (YLKI).

Masyarakat dengan salah satu
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